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Abstract 
According to the Fiqh Muamalah concept of debt and credit called qardh, 
the qardh contract is one of the most dominant alternatives used by the 
community in conducting business activities. Developments in the field of 
information technology have now progressed rapidly with the existence of 
e-commerce, namely online buying and selling or trading transactions. 
Shopee is one of the marketplaces that is very successful and popular with 
its users in Indonesia, the problem from the perspective of Islamic law when 
in financial matters is supplemented by administrative costs, namely the 
buyer is always charged a 1% handling fee for debts provided by third 
parties PT. Commerce Finance. In the qardh contract, there is no addition, 
where when the borrower repays the loan, he is required to add to the 
principal loan. The formulation of the problem of this research is how is the 
mechanism of the financing agreement for buying and selling online 
through ShopeePay Later and what is the review of Fiqh muamalah 
regarding qardh contracts for financing agreements for buying and selling 
online through ShopeePay Later. This study uses a type of descriptive 
qualitative research analysis with data collection techniques through 
interviews and documentation. The results of the study show that the 
practice of online shopping using ShopeePay Later has fulfilled the pillars 
and legal requirements of the debt and credit contract with the existence of 
a contract sighat, aqid, ma'qud alaih and the purpose of the contract. 
Keywords: Fiqh Muamalah, Qarḍh, ShopeePay Later 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



JURISTA 
Vol.1, No. 2, December 2017                                       
ISSN-P: 1979-8571     ISSN-E: 2579-8642 

50 
JURISTA, Vol.1 No.2, 2017 

Abstrak 
 

Menurut konsep Fikih Muamalah utang piutang disebut dengan qardh, akad 
qardh menjadi salah satu alternatif paling dominan digunakan oleh 
masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis. Perkembangan di bidang 
teknologi informasi sekarang telah mengalami kemajuan secara pesat 
dengan adanya e-commerce yaitu transaksi jual beli atau perdagangan secara 
online. Shopee merupakan salah satu marketplace yang sangat sukses dan 
digemari oleh para penggunanya di Indonesia, persoalan dalam perspektif 
hukum Islam ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan 
adanya biaya administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya 
penanganan 1% terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga PT. 
Commerce Finance. Dalam akad qardh tidak boleh adanya tambahan, dimana 
ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah 
pada pinjaman pokoknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah 
bagaimana mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui 
ShopeePay Later dan bagaimana tinjauan Fikih muamalah tentang akad qardh 
terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui ShopeePay 
Later. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif 
analisis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik belanja online 
menggunakan ShopeePay Later ini telah memenuhi rukun dan syarat sah 
dari akad hutang piutang dengan adanya, sighat akad, aqid, ma’qud alaih 
dan tujuan akad. 
 
Kata Kunci: Fikih Muamalah, Qarḍh, ShopeePay Later 
 

 

PENDAHULUAN 

 

ShopeePay Later merupakan metode pembayaran dengan 

menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi PT. Commerce 

Finance, kemudian pengguna (pembeli) membayar tagihannya ke PT. 

Commerce Finance. ShopeePay Later ini memberikan produk pinjaman dana 

tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman yang diberikan hanya bisa 

digunakan untuk membeli produk di Shopee dengan tenor 30 hari. 

Ada 4 pihak yang terlibat ketika mengajukan pinjaman pada 

ShopeePay Later, yaitu ; Pihak Shopee International Indonesia, Pihak 

pembeli, Pihak penjual, dan PT. Commerce Finance. ShopeePay Later adalah 

hasil kerja sama antara pihak Shopee International Indonesia dengan PT. 

Commerce Finance. ShopeePay Later adalah salah satu metode pembayaran 
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dalam aplikasi Shopee. ShopeePay Later memungkinkan pihak pengguna 

Shopee untuk membeli barang yang dibutuhkan dan baru membayarnya di 

kemudian hari saat jatuh tempo. PT. Commerce Finance sendiri adalah 

perusahaan multifinance yang memberikan produk pinjaman untuk 

ShopeePay Later. Jika pembeli mau memakai layanan ShopeePay Later, PT. 

Commerce Finance telah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa 

Keuangan). Sekarang hanya dengan menggunakan internet segala 

perjanjian pun dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung.  

Pihak pembeli melakukan transaksi pada ShopeePay Later dan jatuh 

tempo pembayaran, pembeli akan menerima tagihan dari pihak PT. 

Commerce Finance karena jika melakukan pinjaman online pada ShopeePay 

Later nama pembeli tercatat pada SLIK (Sistem Layanan Informasi 

Keuangan) melalui PT. Commerce Finance atau mitra PT. Commerce Finance, 

dimana dalam informasi tersebut terdapat tagihan ShopeePay Later dari 

akun Shopee pembeli. 

Sebelum pihak pembeli dapat menggunakan fitur ShopeePay Later, 

pembeli harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu melalui platform 

Shopee. Pihak pembeli yang memutuskan untuk mendaftarkan dirinya dan 

menggunakan ShopeePay Later maka secara otomatis melakukan tanda 

tangan elektronik yang menyetujui semua syarat dan ketentuan dari 

ShopeePay Later. Pihak PT. Commerce Finance membayarkan tagihan pembeli 

terlebih dahulu kepada pihak penjual sehingga hubungan hukum antara 

pihak pembeli dan penjual terbatas jika terjadi sesuatu pada barang yang 

dibeli. 

Pihak penjual dalam mencairkan dana pada ShopeePay Later, pada 

metode ini pihak PT. Commerce Finance menalangi terlebih dulu 

pembayaran tagihan pihak pembeli di merchant (pihak penjual). Setelah itu, 

pihak pembeli membayar tagihan tersebut kepada pihak PT. Commerce 

Finance ketika sudah jatuh tempo pembayaran. Dana penjualan untuk 

setiap pesanan yang sudah dipenuhi oleh penjual kepada pihak pembeli 

dan pihak pembeli sudah menerima pesanannya maka berada di tab Selesai 

akan langsung masuk ke saldo penjual dan dapat ditransfer ke rekening 

bank yang sudah terdaftar di akun pihak penjual.  Dana penjual akan cair 

setelah pihak  pembeli klik pesanan diterima dan pembeli dianggap dapat 

bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi cidera janji (wanprestasi) 

yang harus diselesaikan melalui hukum. Hak serta kewajiban pihak 

pembeli dituangkan pada perjanjian yang disusun oleh PT. Commerce 
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Finance sebagai pemberi dana dan pihak pembeli hanya dapat menyetujui 

perjanjian tersebut apabila memilih menggunakan metode pembayaran 

ShopeePay Later. 

Pihak- pihak  yang  bertransaksi  adalah produsen (pihak penjual) 

selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau 

marketplace Shopee. Sedangkan Shopee adalah penjual produk marketing 

(pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar). ShopeePay Later 

tidak  adanya minimum transaksi, dengan limit yang telah ditentukan dan 

diberikan diawal aktivasi platform ini, pihak pembeli bebas 

mempergunakannya meskipun langsung sekali habis. 

Ketentuan ShopeePay Later, Pihak Shopee mengambil biaya 

penanganan setiap transaksi senilai 1%, dari total pembayaran setiap sekali 

transaksi akan tetap membayar biaya penanganan sebesar 1% tidak lebih 

atau kurang. Ketentuan besaran bunga menggunakan ShopeePay Later 

adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila terjadi 

keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pihak pembeli akan 

dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah ini akan terus bertambah jika pihak 

pembeli tidak segera melunasi cicilannya. Mendapatkan pandangan buruk 

dari OJK sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lainnya. 

Maka harus siap untuk didatangi oleh debt collector untuk menagih 

pinjaman yang dilakukan. Saat melakukan pinjaman ShopeePay Later tidak 

bisa membeli barang menggunakan voucher, pada saat transaksi sudah 

diproses dan pesanan sudah  datang  ada  barang  yang  kurang  atau  tidak  

datang  tidak  bisa mengajukan pengembalian dana. 

Contoh perhitungannya, bila A membeli barang seharga Rp 100.000, 

maka ketika ia memilih opsi ShopeePay Later 1 bulan, maka ketika jatuh 

tempo harga yang ia harus bayarkan untuk barang tersebut adalah sebesar 

Rp 100.000. Tambah biaya penanganan sebesar 1% jadi total yang harus 

dibayarkan adalah Rp 102.500. Jika jatuh tempo tanggal 5 Mei dan pada 

tanggal 5 Mei tidak melunasinya dan membayar pada tanggal 6 maka di 

kenakan suku bunga sebesar 5%. 

Jika pihak pembeli melakukan transaksi menggunakan Shopeepay 

Later dan membeli barang dengan total belanja Rp. 100.000, maka akan 

dikenakan biaya penanganan sebesar 1% kepada pihak Shopee. Jumlah 

transaksi Rp. 100.000 itu ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Commerce 

Finance kepada pihak penjual. Pihak Shopee dalam proses transaksi hanya 

sebagai perantara antara pihak PT. Commerce Finance dan pihak pembeli. 
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Masalah ini akan muncul persoalan dalam perspektif hukum Islam 

ketika dalam persoalan keuangan tersebut dilengkapi dengan adanya biaya 

administrasi, yaitu pembeli selalu dikenakan biaya penanganan 1% 

terhadap utang yang di berikan oleh pihak ketiga PT. Commerce Finance. 

Dalam akad qardh tidak boleh adanya tambahan, dimana ketika peminjam 

mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman 

pokoknya.  

Ketika pembeli ingin membeli sebuah produk, tidak memiliki uang 

tunai untuk melakukan pembayaran maka pihak pembeli mengajukan, 

pinjaman online kepada ShopeePay Later dan ketika melakukan pinjaman 

online pihak pembeli sudah terhubung dengan pemilik aplikasi (PT. 

Commerce Finance) yang menghubungkan pihak pembeli, dengan PT. 

Commerce Finance adalah Shopee. PT. Commerce Finance hanya sebagai 

pemberi dana pinjaman, sehingga pihak Shopee mendapatkan biaya 

penanganan transaksi sebesar 1% dari pihak pembeli, namun itu tidak 

termasuk hutang hanya sebagai biaya administrasi. 

Uraian di atas terlihat betapa pentingnya memahami ShopeePay Later 

agar bisa mengimbangi resiko yang mungkin terjadi, selain itu. Sebagai 

umat muslim, ada baiknya juga melihat dari sisi syariat Islamnya mengenai 

fitur tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam 

penulisan karya ilmiah ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah: 

Untuk mengetahui mekanisme perjanjian pembiayaan pada jual beli online 

melalui ShopeePay Later. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah tentang 

akad qardh terhadap perjanjian pembiayaan pada jual beli online melalui 

ShopeePay Later. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan 

masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang 

terjadi, dilakukan apabila masalah yang diteliti merupakan suatu fakta 

yang terjadi dan tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai status saat 

ini dari subjek yang diteliti. Menggambarkan secara sistematis data 

mengenai masalah yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian 

dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitian. 

Pedekatan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan 

penelitian normatif-empiris mengikuti karakter ilmu hukum dalam arti 
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luas, dan secara spesies. Mengikuti karakter keilmuan hukum sesuai 

dengan bidang spesialisasi studi ilmu hukum. Karakter ilmu hukum tidak 

lain adalah normatif-empiris, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

normatif-empiris. Bahwa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

hukum normatif. Yaitu pendekatan yang tidak hanya mengkaji hukum 

dalam arti semata akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, segala sesuatu 

yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. 

Sumber data merupakan sumber rujukan untuk memperoleh data 

penelitian, Untuk memperoleh informasi/ data yang akurat terkait 

penelitian ini, sumber data yang digunakan peneliti dibedakan menjadi 

dua, yaitu: Sumber Data Primer 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) teknik 

pengumpulan data yaitu: Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis 

data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, 

dokumentasi dan data lainnya dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah 

semua data terkumpul peniliti dapat melakukan proses analisis data yang 

terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. 

 

 

PEMBAHASAN 

Mekanisme Perjanjian Pembiayaan pada Jual Beli Online melalui 

ShopeePay Later 

Dalam perumusan Perjanjian Pembiayaan secara online menggunakan 

ShopeePay Later pihak PT. Commerce Finance bebas menentukan isi dari 

perjanjian, hal tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. 

Namun dalam perjanjian tersebut dan pelaksanaannya harus berdasarkan 

pada hukum Negara Republik Indonesia, tidak boleh bertentangan dengan 

asas kesusilaan, tidak boleh merugikan pihak pembeli. Oleh sebab itu, 

kesepakatan kedua pihak dalam pelaksanaan dari perjanjian online terjadi 

pada saat pihak pembeli atau pihak pengguna dana memutuskan untuk 

menggunakan fasilitas ShopeePay Later yang disahkan dengan tanda tangan 

elektronik oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas konsensualisme. 

Setelah penandatanganan tersebut maka perjanjian pembiayaan secara 

online dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang akan menimbulkan 

hubungan hukum kemudian. 
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Peneliti akan memaparkan bentuk kontrak pinjaman pada praktik 

pinjaman online ShopeePay Later antara pihak konsumen (penerima 

pinjaman), pihak pemberi pinjaman pada ShopeePay Later di aplikasi Shopee 

sebagai wadah bertransaksi. Hasil observasi peneliti di aplikasi Shopee 

bahwa akad yang digunakan pada praktik pinjaman online ShopeePay Later 

yaitu akad hutang piutang akad qardh, dimana pihak konsumen 

menggunakan metode pembayaran ShopeePay Later untuk berbelanja di 

aplikasi Shopee yang kemudian dibayarnya secara berangsur kepada pihak 

pemberi pinjaman PT. Commerce Finance sesuai dengan tenor angsuran 

yang dipilih dan disertai dengan biaya lainnya. 

Adapun dari hasil wawancara peneliti dengan mahasiswi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Syiah Kuala saudari Saskia Andini, 

sebagai pihak pengguna ShopeePay Later bahwa pihak pengguna 

menggunakan aplikasi tersebut atas keinginannya sendiri dan 

menggunakan ShopeePay Later tanpa ada unsur paksaan karena tertarik 

dengan fitur yang di tawarkan yang memberikan kemudahan dalam 

mendapatkan pinjaman instan secara elektronik. Sebelum melakukan 

aktivasi, pihak pengguna diberikan syarat dan ketentuan pada laman 

aktivasi ShopeePay Later untuk kemudian disetujui oleh pihak pengguna, 

salah satu pasal yang termuat pada laman aktivasi syarat dan ketentuan 

ShopeePay Later dalam Pasal ketentuan dalam ShopeePay Later mengenai 

“penggunaan layanan” dikatakan bahwa: 

“Sehubungan dengan Fasilitas Pendanaan akan ditentukan di dalam 

Perjanjian Fasilitas Pendanaan. Dalam penerimaan setiap Fasilitas 

Pendanaan, Pihak pengguna akan dikenakan biaya penggunaan Layanan 

atau biaya lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas 

Pendanaan.” 

Dalam pasal tersebut mengenai biaya lainnya akan diatur didalam 

perjanjian pinjaman, dimana dari hasil observasi peneliti, perjanjian 

pinjaman ShopeePay Later akan muncul setelah pihak pengguna melakukan 

transaksi, sehingga dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa praktik 

pinjaman online ShopeePay Later tidak mencantumkan kontrak mengenai 

biaya lainnya pada saat aktivasi melainkan kontrak ketentuan biaya lainnya 

hanya dapat dilihat setelah pihak pengguna melakukan aktivasi dan 

bertransaksi, adapun bentuk kontrak atau perjanjian pinjaman melalui 

ShopeePay Later sendiri bentuknya tertulis dan ditandatangani oleh kedua 

belah pihak secara elektronik. 
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Pernyataan yang lain dari pihak pengguna ShopeePay Later Andi Arma 

juga mengatakan bahwa: “Saya mengetahui jika adanya pengenaan biaya 

setelah melakukan aktivasi pada laman ShopeePay Later, untuk denda juga 

diberitahu oleh pihak Shopee melalui telfon saat mau jatuh tempo, untuk 

perjanjiannya saya tidak tau, yang saya tau hanya pada saat mendaftar 

saja.” Dari pernyataan tersebut pihak pengguna ShopeePay Later 

mengetahui adanya biaya lainnya setelah melakukan aktivasi dan pihak 

pengguna juga tidak mengetahui adanya sistem kontrak atau perjanjian 

pinjaman pada praktik pinjaman online ShopeePay Later. 

Hasil observasi peneliti juga adanya perjanjian pinjaman pada praktik 

pinjaman online menggunakan ShopeePay Later juga dikenai biaya tambahan 

berupa biaya penanganan sebesar 1% per transaksi dan denda 

keterlambatan sebesar 5% setiap bulan yang disesuaikan juga dengan 

nominal tagihan sehingga pihak pengguna tidak mengetahui jumlah 

nominal yang harus dibayarkan apabila mengalami keterlambatan, hal 

lainnya yang dapat merugikan pihak pengguna ShopeePay Later yaitu pihak 

pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi Shopee untuk berbelanja 

apabila tagihan ShopeePay Later belum dilunasi. 

Ketentuan denda keterlambatan 5% dan biaya penanganan sebesar 

1% sudah menjadi ketentuan dari pihak Shopee setelah pihak pengguna 

melakukan aktivasi, dimana dari hasil obervasi peneliti perhitungan 

jumlah biaya hanya tertera pada laman perjanjian pinjaman ShopeePay Later. 

Dalam ketentuan ShopeePay Later, Pihak Shopee mengambil biaya 

penanganan setiap transaksi senilai 1%, dari total pembayaran setiap sekali 

transaksi akan tetap membayar biaya penanganan sebesar 1% tidak lebih 

atau kurang. Ketentuan besaran bunga menggunakan ShopeePay Later 

adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, apabila terjadi 

keterlambatan dalam melakukan pembayaran, maka pihak pembeli akan 

dikenakan denda sebesar 5%. Jumlah ini akan terus bertambah jika pihak 

pembeli tidak segera melunasi cicilannya. Mendapatkan pandangan buruk 

dari OJK sehingga sulit mendapatkan pembiayaan dari bank atau lainnya. 

Maka harus siap untuk didatangi oleh debt collector untuk menagih 

pinjaman yang dilakukan. Saat melakukan pinjaman ShopeePay Later tidak 

bisa membeli barang menggunakan voucher, pada saat transaksi sudah 

diproses dan pesanan sudah  datang  ada  barang  yang  kurang  atau  tidak  

datang  tidak  bisa mengajukan pengembalian dana. 
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Jika pihak pembeli melakukan transaksi menggunakan Shopeepay 

Later dan membeli barang dengan total belanja Rp. 100.000, maka akan 

dikenakan biaya penanganan sebesar 1% kepada pihak Shopee. Jumlah 

transaksi Rp. 100.000 itu ditalangi terlebih dahulu oleh PT. Commerce 

Finance kepada pihak penjual. Pihak Shopee dalam proses transaksi hanya 

sebagai perantara antara pihak PT. Commerce Finance dan pihak pembeli. 

 

Tinjauan Fikih Muamalah tentang Akad Qarḍh terhadap Perjanjian 

Pembiayaan pada Jual Beli Online melalui ShopeePay Later 

Mengenai fitur ShopeePay Later, pihak pembeli dibebaskan mengambil 

barang apapun yang dia inginkan, kemudian dilaporkan setiap 

pengambilan kepada pihak penjual, dan tagihannya disampaikan di waktu 

yang telah disepakati sesuai total barang yang diambil. 

Namun setelah ditinjau lebih dalam, menurut Muhammad 

Syamsudin berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu 

Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan 

aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan pihak konsumen 

ShopeePay Later maka tambahan biaya tersebut tidak termasuk riba. Dari 

segi syariat Islam, penggunaan Paylater ini merupakan hal yang dianjurkan 

oleh Allah Swt karena nilai mampu memberikan pertolongan terhadap 

sesama kaum muslim yang membutuhkan dana dengan adanya utang-

piutang antara pihak peminjam (muqrid) dan pihak yang diberi pinjaman 

(muqtarid). Terlepas dari kategori riba dan diakuinya sebagai akad ijarah 

(sewa aplikasi), penting bagi umat Islam untuk bisa mengetahui akan 

urgensi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika tidak terlalu butuh 

pinjaman maka tidak perlu meminjam dari aplikasi ShopeePay Later. 

Namun, jika merasa sangat dibutuhkan, maka diperbolehkan 

menggunakan aplikasi seperti ShopeePay Later dan sejenisnya. 

Menurut Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA “Maka 1% dalam aplikasi 

bukan termasuk bunga, karna merupakan biaya administrasi atau biaya 

penanganan dan tetap jika satu kali transaksi, lima kali transaksi, atau 

sampai sepuluh kali transaksi akan tetap 1%. Ini adalah biaya administrasi 

atau biaya penanganan karena buktinya tetap, jika temasuk bunga 

melakukan transaksi satu kali 1%, transaksi selanjutnya berbeda atau 

semakin besar biaya penanganannya maka hal tersebut yang dikatakan 

dengan bunga”. 
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Setelah peneliti observasi dari pihak pengguna ShopeePay Later, biaya 

penanganan ini tidak berubah setiap transaksi sama sebesar 1%, maka 1% 

dalam biaya penanganan bukan termasuk bunga, namun merupakan biaya 

administrasi atau biaya penanganan karena buktinya tetap, jika bunga 

melakukan transaksi satu kali biaya penaganannya awalnya 1% semakin 

besar transaksinya maka semakin besar pula biaya penanganannya, maka 

itu yang dikatakan dengan bunga. 

Dapat disimpulkan bahwa praktik belanja online menggunakan 

ShopeePay Later ini telah memenuhi rukun dan syarat sah dari akad hutang 

piutang dengan adanya, sighat akad, aqid, ma’qud alaih dan tujuan akad. 

Mengenai waktu pembayaran hutang piutang seharusnya tergantung pada 

perjanjian yang telah disepakati bersama. Hutang piutang sebaiknya 

dibayarkan sebelum jatuh tempo agar tidak terkena denda keterlambatan. 

Bagi orang yang membayar hutangnya tepat waktu maka ia termasuk 

orang yang terpuji. Tetapi berbanding terbalik jika ia merupakan orang 

yang mampu membayar atau melunasi hutangnya tetapi ia tidak segera 

melunasinya dengan tepat waktu maka ia termasuk orang yang dzalim dan 

akan memperoleh dosa yang besar. Mengenai biaya penanganan bukan 

termasuk bunga, hanya saja merupakan biaya administrasi sebagai (sewa 

aplikasi) perantara dalam melakukan pinjaman online ShopeePay Later. 

 

C. KESIMPULAN 

Shopee merupakan salah satu marketplace yang sangat sukses dan 

digemari oleh para penggunanya di Indonesia, akad qardh pun diterapkan 

dalam salah satu metode pembayaran transaksinya. Perjanjian pembiayaan 

pada jual beli online melalui ShopeePay Later antara PT. Commerce Finance 

dengan pihak pembeli atau pihak pengguna dana terbagi menjadi 3 tahap 

yaitu: (1) Proses sebelum terjadinya perjanjian pembiayaan secara online 

melalui ShopeePay Later; (2) Pada saat terjadinya perjanjian pembiayaan 

secara online ShopeePay Later; (3) Setelah terjadinya perjanjian pembiayaan 

secara online melalui ShopeePay Later. Terdapat syarat-syarat hukum yang 

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam penggunaan fasilitas 

ShopeePay Later yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan 

para pihak, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Setelah proses 

penandatangan tersebut maka timbul hubungan hukum antara kedua 

belah pihak. 
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Tinjauan fikih muamalah terhadap Perjanjian Pembiayaan dalam 

Pelaksanaan Belanja Online ShopeePay Later ini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa belanja online menggunakan ShopeePay Later ini telah memenuhi 

rukun dan syarat sah dari akad hutang piutang dengan adanya, sighat akad, 

aqid, ma’qud alaih dan tujuan akad. Dan mengenai waktu pembayaran 

hutang piutang seharusnya tergantung pada perjanjian yang telah 

disepakati bersama.  
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